
 

 
 

 
 
 

 
BUPATI LUMAJANG  

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NOMOR 15 TAHUN  2021 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARANPENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUMAJANG, 
 
Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Nomor : S-
20/PK/2021 perihal Pelaksanaan Pembayaran Isentif Tenaga 

Kesehatan Daerah dari Sisa Dana Bantuan Operasional BOK 
Tambahan di Kas Umum Daerah; 

 
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Nomor : SE-
2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke 

Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan 
pandemi Corona Virus Disease 2019; 

 
c. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur dan kode rekening 

beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati 
Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu diubah 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 
95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Di Djawa Timur(Lembaran Negara Republik 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 9)  sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4393); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4422); 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor  65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur 
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 94) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 249); 
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Petunjuk Bantuan Operasioan Sekolah Reguler(Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor99) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk 
Bantuan Operasioan Sekolah Reguler (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020Nomor 364) 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 

2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah(Lembaran Derah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 

15); 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1); 
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25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020(Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 
2020 Nomor 65) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati 

Lumajang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 

2020Nomor 71); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI LUMAJANG NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021. 

  
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Lumajang 
Tahun 2020 Nomor 95),diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
 

Pasal 1 
 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021, terdiri dari : 
1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 280.977.944.540,86 

b. Dana Perimbangan Rp 1.292.726.757.634,00 

c. Lain–lain Pendapatan Daerah 
yang Sah 

Rp 530.595.883.395,00 

 Jumlah Pendapatan Rp 2.104.300.585.569,00 

  

2.  Belanja : 
a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai Rp 743.580.746.750,21 

2. Belanja Hibah Rp 127.793.251.752,00 

3. Belanja Bantuan Sosial Rp 62.078.956.767,00 

4. Belanja Bagi Hasil Kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota 
dan Pemerintahan Desa 

Rp 0,00 

5. Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota/ 
Pemerintahan Desa dan 
Partai Politik 

Rp 333.325.365.265,00 

6. BelanjaTidak Terduga Rp 34.447.496.044,00 

 Jumlah Belanja Tidak 
Langsung 

Rp 1.301.225.816.578,21 

 
b. Belanja Langsung 

1. Belanja Pegawai Rp 46.567.353.681,00 

2. Belanja Barang dan Jasa Rp 628.632.611.691,95 

3. Belanja Modal Tanah Rp 766.852.900,00 

4. Belanja Modal Peralatan Rp 69.926.729.040,00 
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dan Mesin 

5. Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

Rp 25.995.497.778,43 

6. Belanja Modal Jalan, 
Irigasi dan Jaringan 

Rp 106.919.970.137,00 

7. Belanja Modal Aset Tetap 
Lainnya 

Rp 6.483.862.450,00 

8. Belanja Modal Aset 

Lainnya 
Rp 5.261.428.848,88 

 Jumlah Belanja Langsung Rp 890.554.306.527,26 

 Jumlah Belanja Rp 2.191.780.123.105,47 

 Surplus/Defisit Rp (87.479.537.535,61) 

 
3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan Rp 88.479.537.535,61 

b. Pengeluaran Rp 1.000.000.000,00 

c. Jumlah Pembiayaan Netto Rp 87.479.537.535,61 

 Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp 120,00 

 
2. Ketentuan Pasal 2 tetap, diubah pada Lampiran sehingga 

Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Bupati ini. 
 

3. Ketentuan Pasal 3 tetap, diubah pada Lampiran sehingga 
Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Lumajang. 

 
Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal 8 Februari 2021 

 
BUPATI LUMAJANG, 

 
ttd. 

 

H. THORIQUL HAQ, M.ML. 
Diundangkan di Lumajang 

pada tanggal 8 Februari 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LUMAJANG, 
 

ttd. 

 
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si. 

NIP.19690507 198903 1 004 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 15 

 

PARAF KOORDINASI 
JABATAN PARAF TANGGAL 

Sekretaris Daerah 
 
 

 

Asisten 
 

 
 

Ka. BPKD 
 

 
 

Plt.Kabag. Hukum 
 
 

 


